PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Menimbang

Mengingat

PROVINSI MALUKU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

GUBERNUR MALUKU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1617);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



10.

11.

12.

13.

14.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Dan
Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2008 -
2013;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Maluku 2007 - 2027;



24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakor
Penyuluhan Pertanian, Perikanan/Kehutanan
Provinsi Maluku;

25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;

26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;

27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Ketahanan Provinsi Maluku;

28. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Korpri Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
PROVINSI MALUKU TAHUN 2012

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Gubernur adalah Gubernur Maluku;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Maluku;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012,
yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu
tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2012.



BAB Il
RUANG LINGKUP DAN SISTIMATIKA RKPD
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012.
RKPD Tahun 2012 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah , rencana kerja dan pendanaannya.

(2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a.

b.

Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun
2012;

Acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2012;

Pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun 2012.

Pasal 3

Sistimatika RKPD Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB Il
PENYUSUNAN RAPBD
Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2012 :

a.

Pemerintah Provinsi Maluku menggunakan RKPD Tahun 2012, sebagai
bahan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Maluku;

Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2012 dalam
melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD).



BAB IV
PENYESUAIAN RKPD
Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian
antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) Tahun 2012 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2012.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2012 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 berbeda dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan menyesuaikan dengan
pokok—pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Maluku.

DitetapkandiAmbon
pada tanggal 4 Juli 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

DiundangkandiAmbon
pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,
Cap / ttd
Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 11



